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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 'pERHUBUNGAN LAUT
 
NOMOR: t<rf.42/1/:2../DIPL. -1 CJ
 

TENTANG 

PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBERLAKUAN KOMe.oMEN DAN
 
BESARAN TARIF BATAS ATAS BIAYA-BIAYA LOKAL JASA PENGURUSAN
 

TRANSPORTASI (FORWARDING LOCAL CHARGES)
 
01 PELABUHAN TANJUNG PRIOK
 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, 

Menimbang . a.	 bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, 
tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transp,ortasi (forwarding 
local charges) di pelabuhan Tanjung Priok ditetapkan oleh penyedia jasa 
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa sesuai 
dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

b.	 bahwa pengguna jasa dan p.enyedia jasa pelayanan jasa pengurusan 
transportasi (forwarding local charges) di pelabuhan Tanjung Priok telah 
mencapai kesepakatan mengenai komponen· dan besaran tarif batas atas 
biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (forwarding local charges) di 
pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 03 Desember 2009; 

C.	 bahwa dalam rangka melakukan' pengawasan dan pengendalian 
perrlberlakuan tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan 
transportasi (forwarding local charges) di pelabuhan Tanjung Priok, perlu 
ditetapkan pedoman pengawasan dan pengendalian pemberlakuan tarif 
batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (forwarding local 
charges) di pelabuhan Tanjung Priok dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut. 

Mengingat . 1.	 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran" (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemer 4849); 

2.	 Peraturan Pemerintah Nemer 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan 
(Lembaran Negara. RepubJik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1~7J Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 J Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 

I 4. Keputusan . 

fi7l/' ,,,/) I. II "	 (// /l I ..'fin /7 



4. Keputusan Ment~ri Perhubungan Nomor KM 33:r~huh 2001 tentang 
Penyelenggaraan;:Dan Pengusahaan Angkutan La,Ul::\!'i":~J;: 

5. Keputusan Ment~ri Perhubungan Nomor KM 62;.:!c"r~~J~' 2002 tentang 
Organisasi dan T~ta Kerja Kantor Administrator Pela:chi:tlsn;:i': 

6.	 Peraturan Mente:H Perhubungan Nomor KM 43::+~U~. 2005 tentang 
Organisasi dan T~ta Kerja Oepartemen Perhubun9f1[l;jlf,se~'agaimanatelah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Norri9t,~Mlt;~0Tahun 2008; 

7.	 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 ';r~nl.i~~ 2005 tentang 
Perubahan atas ~eputusan Menteri perhUbunganl:~e:~O~\.KM 50 Tahun 
2003 tentang J~njs, Struktur dan Golonganl~tifj, .~~Iayanan Jasa 
Kepelabuhanan umtuk Pelabuhan Laut; ":;j."!'<:i,::':'" '1': 

~ '.. '~ ..:':'	 ' 1 

, "iJ" 

8.	 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11~~~U'1f\ 2007 Tentang 
Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bon,~~r~uat Petikemas 
(Container) di Dermaga Konvensional di Pelabuhan::M~,~9j~iselenggarakan 
oleh Badan Usahal Pelabuhan;	 't,,::::, L," 

I	 ,'.'. , 

,':':.':0';";;\':" 
9.	 Keputusan Menteri 

i 

Nomor 35 Tahun 2007 tentang'.Pj_'00~~n Perhitungan 
Tarif Pelayanan ':Jasa Bongkar Muat Barang D,_:rj" ~~:fCfam;:; Ke Kapal di 
Pelabuhan; , ,I',: 

Ii' 

10,.	 Peraturan Menteri Perhubungan Nemer KM 47 :ra:~'url'.': 2008 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kema'~,;':; ":[~;: \ '1:': 

!	 ,: ''!.: 

;"1 I, 

Memperhatikan:	 Kesepakatan Bersam~ antara penyedia jasa yang diwakHIJ~~ehjppwGAFEKSI 
OKI JAVA dengan per:'\gguna jasa yang diwakili oleh B~i>~I~$I, OPO GPEI 
OPP lEI tentang Kom;ponen dan Besaran Tarif Batas "'~f~J~~BI,;ya-Biaya LOkal 
Jasa Pengurusan Transportasi (Forwarding Local Ch;ar~~'S)I::(:"di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Nomor 143/DPW-GAFIN/DK"~~fA(~11I09; Nomor 
045/BPD/AS-XII/2009;'i Nomor 025/EIIXII/2009; dan N,Qrm~t,' ':~65I1EIIXII/2009 
tanggal 03 Desember 2009. ' .", '" 'j"; 

,"~I'· '\ 

MliEM,UTUSKAN : 
1 

Menetapkan	 KEPUTUSAN DIRE~TUR JENDERAL PERHUBUNG*t-.J,ii,:UttJT TENTANG 
PEDOMAN PENGAvVASAN DAN PENGENDALlAtf~,tj:~,:'BERLAKUAN 
KOMPONEN DAN B6SARAN TARIF BATAS ATAS talfjPtj~,IAYA LOKAL 
JASA PENGURUSAN 

1
' TRANSPORTASI (FORWARDIN~i:~IC~L CHARGES), 

01 PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK :l:;:"':,ii!:' 

PERTAMA	 Komponen ~erhitunga~ Tarif Batas Atas Bi~ya-Biaya L~~~I,i~Jata P~nguru~an 
Transportasl (Forward/:ng Local Charges) dl Pelabuhan~~~~:p,'aJ,:::TanJung Pnok 
terdiri CFS Charges, ',0.0, Charges, Agency Charges,'j'p~p1J;fent Charges, 
Administrasi Charges l.Intuk kegiatan impor dan CFS Cha~g~'s, Jpcean Freight, 
BIL Fee untuk kegiatan,iiekspor. ",~i, ,I': 

,	 'I 

I' 



KEDUA Besaran .Tarif Batas, Atas Bia~a-Biaya lokal Jasa5!~~~~l.t~~!1 Tr~nsportasi 
(Forwardmg Local yharges) dl Pelabuhan Utama Ta~j~~i~;"J~~nok dldasarkan 

pada kesepakatan ~,:ersama antara penyedia jasa .d,:a,.... "".','.:;,':••.,;m....:.',., •. ...•:,'.' ••,:' ..,'.•:.~"."una jasa yaitu... .. '.,.',.,;, '.'.".,"','"' •.'.'.':',e" •..,.'.:",.,,.,,:,.,",9.,',,i,l.,.'.,'.:.,.':','.,.',,',",.,',.i,.'::.·.,,",',':'	 "','.;.."",,,,,,".,:.""1,.,OPW GAFEKSI OKl Jaya, OPP APTESINOO, OPP;JI.l~\ i~1 dengan BPO .~ 
GINSI, OPO GPEI, 0rp lEI sebagai berikut :;,i~;,Ylt:;l~< 
a.	 Komponen tarif lPiaya-biaya lokal jasa pengurusan t.~~$p~asi (forwarding 

local charges) dipelabuhan Utama Tanjung Priok t~~l~~'d'ti 
" " r 

!1)	 Impor
 
a) CFS Charges
 
b) D.O. Charges
 

i 

/::' (.'c)	 Agency Charges 
r 
id)	 Documeint Charges 

e)	 Adminis'tration Charges j"
I 
l: 
)"

2)	 Ekspor
 
a) CFS Ch~rges
 

b) Ocean Freight
 
c) B/l Fee:
 

,r, 
I, 

b.	 Bersaran tarif batas atas biaya-biaya local jasa p~~9~n"'~.~n transportasi 
(forwarding local !Charges) di Pelabuhan Utama Ta~J,~,,*tiok yang telah 
disepakati terdiri ~ari .. ':.: ."r: 
1) Impor 

I	 

i
I 

t" 

a)	 CFS Chajrges = US$ 30,0 ~in 2 M3 
b) D.O. Ch~!rges = US$ 50,0 p~rdokumen
c)	 Agency Gharges = US$ 50,0 p,r dokumen
d)	 Document Charges = US$ 50,0 p,:'r dokumen 
e)	 Administration Charges = US$ 50,0 p,r dokumen 

i
I' 

2)	 Ekspor 

,I 
~~ g~:a~~~~~~t ~ ~;~;~~s~t;:i~~r~~~/~~3 
c) B/l Fee	 US$ 20,0 "t,' .~t,p'~dokumen 

KETIGA Dalam melakukan pe~gawasan dan pengendalian pem;~~,~l~kt.n tarif batas 

.. ~: ..,I,.;,,::,.,.~':.',,': ....atas biaya-biaya, ~okal j,,',l.,.a s~ peng~rusan tr~n.sportasi (fOrvr,.,','!~,,';'I,.".'...•':,':'.•,,::.';..'·',n,',..,:,.,,'~,.;',".'..':,,".'.•.. j,•.',.,'.;.).:.,.n'.:,'.~.•.. '., g.,',..... .r.:,:.' ....'...,j,..•!O.:: cal char~es) ~ di .Pelabuhan Utama T:~nJung Prlok, Ad~lms~rator Pelab~'~~'~ IlJllt~~ma TanJung
Prlok melakukan Jangkah-Jangkah sebagal berrkut : ':~j::\'; ',:~'i''",1:;::. 

.\	 ", ,,:1:, 
a. Mewajibkan peny~dia -jasa menyampaikan surat:'i'"':~:R~~n~taan untuk 

menyanggupi peJak:"S".;"an~an besar~n tarif batas atas 1:)•.1.,.,,:'.1.,,'.,.',.... ..~."::.: •..'.,.... ....,'"",.,..•. ,:'.:.b.'.,.. ...,.,"....'.,.:...,...'1','a lokal jasa
•. ' ...,".".,.','.•..',	 ,',.:.',' ...,,a.,.,.:,..,,'.,.;,': •.•',;:.',:".,j,.,.•..,,'.~':.. ',~''"...".: ... ·,,',..I"',',pengurusan transp~rtasl (forwardmg local charges) ~'I:;\~~I,~uhan Utama 
Tanjung Priok kepada Administrator Pelabuhan Utama:~IIl'II~':'.Priok; 

• "I ";il;':(~;'.'11" 
b.	 Mela'kukan pengaw,san dan penilikan terhadap besa:~i~"ta:~Jf biaya-biaya 

loka jasa p~nguru~~n transp?rtasi (forwarding lo~al. c~:;,\.::;~~~l;~i Pela~~han 
Utama Tanjung P.nqk yang dlpungut oleh penyedla ja~!,~~~n!I~'emakal Jasa,. 
melakukan pemblna'an selanjutnya terhadap penyedl~;,Ui,afldan pemakal
jasa; "! I 
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C. ~~;~~:~:~:~:J~e~~~~n~::~~~~~l~a~~~ti~~iit,~I~~b:~~~:~~r~
 
I . • .. :, ... ': ..13~;:

penyedia jasa yarg bersangkutan dan I atau mer;~";,asikan kepada 
Dinas Perhubung~n Provinsi DKI Jakarta untuk ~Jt .::,Ji\::L<: :encabutan izin 
usaha sesuai deng,an peraturan per~ndang-undarYga}:il ,:9;g;~~erlaku. 

. .. ',,::i\::\::j:r:;i'j~:1;j ....J:." 

KEEMPAT Administrator Pelabupan Utama Tanjung Priok merak'~r~:'" ·;.1'.' ':~:~ngawasan dan 
pengendalian terhadaip pelaksanaan Keputusan ini dan"~t<:\;:kannya kepada 
Oirektur Je~deral Per~ubungan Laut melalui Oire~tur L'~'!~;;'l""t'~ dan Angkutan 
Laut dan Dlrektur Pel:~bu:han dan Pengerukan setlap bUI'~i~'~i:,l!:(;' ;']:1!:> 

·t:/Apt:·' t,
KELIMA Keputusan iili mulai b,rlaku sejak tanggal ditetapkan. :,,,'J: I: 

OITETAPKAN 01 : iJ:~'~;A~~'T A 
PADA TAN~GAL: 04 ~.~;~!l~~::P.j~~~t :2CJ 10 

SALINAN Keputusan ini 
disampaikan kepada Yth. : 
1. Menteri Perhubungan; 
2. Menteri Keuangan; 
3. Menteri Negara BUMN; 
4. Gubernur OKI Jakarta; 
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 
6. Sekretaris Jenderal Kementerian K~uangan; 

7. Inspektur Jenderal Kementerian Pe~hubungan; 
8. Direktur Jenderal Anggaran. Kemedterian Keuangan; 
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ikementerian Keuan,gan; 
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perh~bungan Laut; 
11. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhu,bungan Laut; 
12. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indionesia II. 
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KE$EPAKATAN BERSAMA 

ANTARA 

DPW'GAFEKSI OKI JAYA 
($elaku Penyedia Jasa) 

DENGAN 

BPD,I:GINSI; DPO GPEI; DPP lEI 
($elaku Pengguna Jasa) 

" 

Nomor: J::!.~/p.~~::.~~.!:r.~!~~-::L....
 
Nomor : ii .9..1~!C?ep..~~.::~.::!::~f?.
 
Nomor: .9.~?:!~.:/~J.!!?.~~ ..
 

• OG~ /161 IX11 /2009Nomor ••...••..............................•.............
 

TENTANG
 
KOMPONEN DAN BESAR~N TARIF BATAS ATAS
 

JASA PENGURUSAN TRA~SPORTASI(FORWARDING --~,-..,....
 
01 PELABU~ANTANJUNG PRIOK JAKARTA
 

I 

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu s'etl'1rl)1lc:un 
2009). bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya Ditjen Hubla 
Gedung Karsa Dephub Lantai ~ Jakarta, kami yang bertanda tanaarlt;,¢ni'~'tIl'~Y8n~ 

PENYEDIA JASA yang d~lam hal ini diwakili : H.A. Sofian
 
DPW GAFEKSI DKI Jaya; y~ng selanjutnya disebut PIHAK ......... r~.:'A,;I'&tj\:i,Ai'
 

- PENGGUNA JASA yang hal ini diwakili : H. Amirudin ~;,:;~J:~{'rt~f:).t(Ja 

GINSI; Syamsiar Azis DPD GPEI; Amalia Achyar n...-.'I'I:'l"I!"I"i;<'.', 

selanjutnya disebut PIHAK .i.... IL.<.."-I ..~r-1> ---·---··---·---,----·---·----,----,----··lll!~liIloIl 

Berdasarkan kewenangan 
dan PIHAK KEDUA disebut 
yang saling ·menguntungkan 
Biaya-Biaya Lokal Jasa Uo.nn."'''. 
Pelabuhan Tanjung Priok 
berikut: -----..----,----,----..---..----,-~ 

http:��...��..............................�
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lokal 

min 2 M3 
per 
per 
per 
per 

Pasal1 
~aks'ud dan Tujuan 

Kesepakatan Bersama ini merup~kan upaya bersama untuk 
bagi pengguna jasa pelabuhan merlgenai komponen dan basara; 
biaya-biaya lokal jasa pengu~san transportasi 
pelabuhan Tanjung Priok. -------.1---------­

Pasal2 
Li~gkup Kesepakatan 

Komponen dan besaran tarif ibatas atas biaya-biaya 
transportasi (forwarding local cqarges) di pelabuhan Tanjung 
disepakati terdiri dari :------------1-----------­
(1)	 Komponen tarif biaya-biaya lakal jasa pengurusan transportasi 

charges) di pelabuhan Tanjun~ Priok terdiri dari : 

a.	 Impor 
1.	 CFS Charges 
2.	 D.O. Charges 
3.	 Agency Charges 
4.	 Document Charges 
5.	 Administration Charge~ 

b.	 Ekspor 
1.	 CFS Charges 
2.	 Ocean Freight 
3.	 B/L Fee 

(2) Besaran	 tarif batas atas biaya-biaya lakal jasa 
(forwarding local charges) di, pelabuhan Tanjung Priak yang 
terdirf dari : 

a.	 Impor 
1.	 CFS Charges - US$ 30,0 
2.	 D.O. Charges = US$ 50,0 
3.	 Agen~y Charges = US$ 50,0 
4.	 Document Charges - . US$ 50,0 
5.	 Administration Charg~sil = US$ 50,0 

b.	 Ekspor 
1.	 CFS Charges = US$ 30,0 
2.	 Ocean Freight = Harga Pasar 
3.	 B/L Fee = US$ 20,0 
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(3)	 Biaya surat pengantar untuk i co-loading, yaitu dalam hal prin~iJ!~t~~ef)~I{l"er dari 

forwarder di pelabuhan tujuatl di Indonesia melakukan co-I08~J'~~g':1:~a tidak 
melakukan konsolidasi sendi~it maka biaya administrasi untLlkLj~~';:"'rp;'~i;ngantar 
yang dikena~an. oleh forwardEtr di pelabuhan tujuan di Indonesl~;J::"f':\k .::,">li';.Jmportir 
(consignee) untuk seluruh pro~es sampai importir (consignee) ni<!II" r'i"r,:,}',]\t!elivery 
ordermaksimal US$ 30. ," "J 'I,: 

(4) Tidak ada tambahan kompa,nen tarif di luar komponen biayi![i~bJ~aimana 
dimaksud pada ayat (1).:; "c,t: I!, 

\.-,'>-1;,	 II!" 

Ma~:~~rTaku	 ' If
: 

,I, 

Kesepakatan Bersama ini berlakuJuntuk masa 6 (enam) bulan terhitu~.:;jjW:~#)~anggal' 
~~~~hb~~~a~a~~~fi :=~~~ ~~~ ri~~~S~~~~~0~3~~o~~~g~ ~)~mtfr,~~~e:~'~J~~r!a~~~~1
 
dilakukan evaluasi kembali.-------~---------- ~:,I'i(})t,:"I,'\,	 ..j..:tI 

':r'il~:) . 
'F' 

Pasal4
 
Pe·laksanaan
 

;;': 

Pelaksanaan semua kegiatan kes.~pakatan bersama ini dijabarkan ~~,~';i~i~:~r lebih 
lanjut dalam Perjanjian Kerja Sa~a antara PIHAK PERTAMA dan~I'~~~';~EDUA 
dengan mengacu kepada Kesepa~atan Bersama ini. -------;,,-----~rN+-
----------------	 ,,,. ;:,::;: '1":"',,, 

I' 
, I 

Pasa15	 ,,; 
I, 

.1 

Lain-lain	 " ", 

a.	 Hal-hal lain yang perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Ben~$~~W akan 
diatur oleh Para Pihak yang merupakan penyempurnaan/pengemb~'~~~Q;,:)!bagai 
amandemen dan merupakan ~agian yang tidak terpisahkan daril~}.~!~~~J~'katan 
Bersama ini serta mengikat pa~a plhak. ---------------------------------:"r..:~M:------
-----.	 '"j'i;··IV 

b.	 Semua selisih pendapat yang, terjadi pada pelaksanaan Kerja ~'i~~J~,!I" akan 
diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara::!ilji~m'j:S:y :':warah 
untuk mencapai mufakat. ---­ .' (' 



ditandatangani,i~!., ;<; 

6.000. (en~m ribu rupl~~~1 
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan 
(dua), masing-masing bermat~ral ~ R~. 
kekuatan Hukum yang sarna umtukimaslng-maslng plhak. -----------,

;:1 ; 

PIHAK KEDU~
 

BPD GINSI
 
~ ., ... ; \ .. 

Mengetahui . 

DPP lEI 
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DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
GEDUNG KARYA LT. 12 sid 17 

JL. MEDAN MEROEK/~ ~,l~J~:\T r )(1.8 TEL. 31311308,3813269. 3447017 :;g.1;?.L~n T'LX 
38/~5·~30. 3507576. 3813848 

J !~ KA RTA - 10 110 P::, t ..l209 0 42 14, 4227 Fill :3 bll ~ ',~ d,). :3 () ~ ~ .L, (). ", :~, 'f; 57 () 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
NOMOR: \.< N. 4'2 /1 /1 /0::1 PL ~ 1 C> 

TENTANG I 

I 

PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBERLAKUAN TARIF B~TAS ATAS 
PELAYANAN JASA BARANG 01 LINIII PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK 

I 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, I 

I 

Menimbang a.	 bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di biddng pelayaran, 
tarif batas atas pelayanan jasa barang di Iini II ditetapkan eleh !penyedia jasa 
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedra jasa sesuai 
dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pe~erintah: 

b.	 bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa pelayanan jasa barang di lini II 
pelabuhan utama Tanjung Priok telah mencapai kesepaka~an mengenai 
komponen dan besaran tarif batas atas pelayanan jasa b~lrang di Iini II 
pelabuhan utama Tanjung Priok pada tanggal 30 November 2009, 

c.	 bahwa dalam rangka melakukan pengawasan " dan Ipengendalian 
pemberlakuan tarif batas atas pelayanan jasa barang di lini!111 pelabuhan 
utama Tanjung Priok, perlu ditetapkan pedoman" pengawasan dan 
pengendalian pemberla~uan tar~f batas atas pelayanan jas~ b~rang di Iini II 
pelabuhan utama TanJung Pnok dengan Keputusan Dlre~tur Jenderal 
Perhubungan Laut; I 

I 

i 

Mengingat . 1.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayarah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 64, Tambah~n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4849); I 

2.	 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkut~n di Perairan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1817, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang K~pelabuhanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 1511, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 

4.	 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun ~001 tentang 
Penyelenggaraan d.an Pengusahaan Angkutan Laut; I 

5.	 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun J002 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan tebagaimana 
telah diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Perhubungan ~omor ,KM. 9 
Tahun 2008; II 

6.	 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun ~005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan seba~aimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nqmor KM. 20 
Tahun 2008; I 

/7. peraturan...... 

I 

I ModeITakah 02 I ", IllmlooIiiYlJl'olllrrm !JJiO,'I{I/(Ill , '1j{'fmil, IIf'Jl{laleIII~f /:];,r//Jlo,W{/. 'Ji&r'fimololl ,'o/jt',~'1 01' .. 

I 

I 

1 

I 



7.	 Peraturan Men~eri Perhubungan Nemer KM .,X 

Perubahan Ata~ Keputusan Menteri Perhubung:;", 
2003 tentang ,,'!Jeriis, Struktur dan Goronga,tj 
Kepelabuhanan 'i:~nt:l0Jk Pelabuhan Laut; 

8.	 Peraturan Men:~leri: Perhubungan Nomor KM, 
Pedeman Pen~ltap~n Tarif Pelayanan Jasa,.. i 

(Container) di Dj:~rmaga Konvensional di Pelabuh' 
Oleh Badan Usa!ha Pelabuhan; 'i 

! : 

9.	 Keputusan Men~eri ,Nomor 35 Tahun 2007 tent~,::, 
Tarif Pelayana~ Jasa Bongkar Muat Barang'., 
Pelabuhan; , 

10.	 Peraturan Ment:eri ,Perhubungan Nomor KM. 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Ke:'l' 

Memperhatikan:	 Kesepakatan Bersao/laantara penyedia jasa yang d:J~i 
OKI JAYA, DPP A:PTEESJNOO, DPP APDEPI denQ!, 
diwakili oleh BPD G'~NSi'l, DPO GPEI, OPP lEI tentang 
Tarif Batas Atas P~'i,lay~nan Jasa Barang di Iini II P" 
Priok Jakarta Nomor: 142/DPW-GAFIN/DKI-JAYAI 
APTESINDO/XII200·9; :,Nomor 010/APDEPI/XI1I20,O'

I .	 ' .. 

X11I2009; Nomor 02~IEI~XII/2009; Nomer 066/1 
2009. 

MEMUTUSKAN	 : 

Menetapkan	 KEPUTUSAN DIR~KtUR JENDERAL PERHU 
PEDOMAN PENGA'f'VA$AN DAN PENGENDALIAN 
BATAS·ATAS PELAVA"NAN JASA BARANG 01 
TANJUNG PRIOK. 

PERTAMA ,.	 Komponen Perhitungan
i 

Tarif Batas Atas Pelayanan 
Pelabuhan Utama :ranJung Priok terdiri de/ivery" I 

surveyor, penumpuk~n (~torage)l administrasi, 

KED,UA	 Besaran Tarif Batas"Atas Pelayanan Jasa Barang di 
Tanjung Priok didasairkar pada kesepakatan bersama '! : 

pengguna jasa yait~ QPW GAFEKSI DKI Jaya,D': 
APOEPI dengan BPq GINSI, OPO GPEI , OPP lEI seba 

a. DeliverY = Rp. 200.000/m 3 

b. Mekanis = Rp. 250.000/m 3 

c. Cargo Shifting =-Rp. 200.000/m 3 

d. Surveyor = Rp. 25.000/m 3 

e. Penumpukan = Rp. 5.000/m 3/Hari 
f. Administrasi = Rp. 50.000/00 
g. Behandle = Rp. 20.000/m3 

h. Surcharge = Rp. 25.000/m3 

KETIGA	 Dalam melakukan p~ngawasan. dan pengendalian 
atas pelayanan jas!~ lDarang di lini " pelabuhan' 
Administrator Pelab~han Utama Tanjung Priok 
sebagai berikut : I 

2005 tentang 
·KM 50 Tahun 

elayanan Jasa 

2007 tentang 
Petikemas 

iselenggarakan 

an' Perhitungan 
Ke Kapal di 

2008 tentang 

DPW GAFEKSI 
jasa yang 

dan Besaran 
Tanjung 

126/DPP­
045/BPD/AS­
30 November 



a.	 Mewajibkan penyedi~ jasa menyampaikan surat 
menyanggupi pelaks~i'naain besaran tarif batas atas 
Pelabuhan Utama Tanjun,g Priok untuk melakukan 
lini II Pelabuhan Utar:1na Tanjung Priok kepada 
Utama Tanjung Priok:'i! 

b.	 Melakukan pengawas:an dan penilikan terhadap 
jasa barang di lini II Ylang dipungut oleh penyedia 
melakukan pembinaan selanjutnya terhadap 
jasa; 

c.	 Apabila penyedia ja:sa dan pemakai jasa masih 
pelanggaran, maka A~ministrator Pelabuhan Utama 
menghentikan sement'iara' kegiatan pelayanan jasa ,y 
penyedia jasa yang b,'ersangkutan dan/ atau merekom: 
Dinas Perhubungan provinsi DKI Jakarta untuk dilakuk 
usaha sesuai dengan ~.eraturan perundang-undangan va:rj!j:;Jhlp~erl,a:k,u. 

KEEMPAT	 Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok 
pengendalian terhadap peli~aksianaan Keputusan ini dan 
Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Lalu 
Laut dan Direktur PelabuHan dan Pengerukan setiap bulan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaklJ se~ak tanggal ditetapkan. 

DITETAPKAN 01 : 
PADA TANGGAL: o~ 

SALINAN Keputusan ini 
disampaikan kepada Yth. : 
1. Menteri Perhubungan; 
2. Menteri Keuangan; 
3. Menteri Negara BUMN; 
4. Gubernur OKI Jakarta; 
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;, 
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubyngan; 
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementeriam Keuangan; 
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 
1O. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 
11.	 . Para Direktur di lingkungan Direktorat Je:hde:ral Perhubungan Laut; 
12. Oireksi PT: (Persero) Pelabuhan Indone~'ia II. 


